|} . ) L
e ...___.u L ...uﬂm

Nl __.__.q.__..m..___. it _._m_:.ﬂ

D nak

ST
111E

i

419"
= {1
o

AR R | % ad )

s il 1L

| [}
IO TR B e




ABSTRAK

Alexsander Yandra, (4T93008, Jerusan lmo Politik, FISIP-Universitas Andalas denpan
judul skripsi; Kemiala Dalam Implementasi Kebijakan Publik (Studi Kepentinpan Elit
Politik Dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah No 2 Tahun 2005 Tenfang Transparans
dan Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar). Dibimbing olch Pembimbing 1 Drs.
Bakarwddin B M.Si dan Pembimbing 1 Roes Licsmana, 5.0p, M.SL

Sistem otonomi dacrah memberikon kewenangan bagi pemerintalan dagrah dalam
membnal Peraturan Daeral sendin seperti Perda No 2 Tahwn 2005 Tentang Tramsparans dan
Partisipasi di Kabupaten Tanah Datar. dimana adanya keinginan pemenintahan deerah
Kalbupaten Tanah Datar dalam mewuajudkan lata pemerintahan vang baik dan bersih mengju
pernbaneunan vang akuntabel di tingkal daerah. Hal ini mendorong, penulis untuk melihat
kendela  dalam  implementasi kebijakan  publik menagenai  kepentimgan elit - politik
pemerintzhan Tanah Datar dalam implementasi Perda Mo 2 Tahun 2005 di Kabupaten Tanzh
Datar. Masalah ini dibatasi pada  kepentingan  elit polink yang menyehabkan tidak
berjalannya Perds, Twjuan penelitian i yaitu menjelaskar mengapa Perda Mo 2 Fabun 2005
tidak dapal dilaksanakan dan mengeambarkan kepentingan chit politik pemerintaban Tanah
iatar.

Penclitian ini meneennakan Teori Ehit Palitik, Implemeniasi, konsep Kepenlingan.,
Pemerintahan dan Kebijakan Pablik. Tipe penclitisn adalah eksploestif dengan pesdekstan
kualitatif, l'cknik pengumpoian data dengan mengeanakan wawancira dan dokumentasi
Pemilihan informan denpgan mengoonakan purposive sonpling sehingea didapat 13 orang
mlomman. Data ol anatisis melabo mterpretasi etik dan emik kemudian dielaboras delam
kajiam ilmu politik sesea dengan permasalzhan yang diteliti,

Husil penelitian menanjikkan babwa kebijnkan lentang pemberfakuan otonomi
dacrah memberikan peluang kepada pemerintahas dagish uetuk membuat kebijakas pubhik
termasik Porda Moo 2 Tabon 2005 9 Kabupaten Tanah Datar, iemiyata dakos pelaksansannya
menimbuolkan masalah di gngkat elit politik. Disntaranys masalah yong ditimbulkan v
komunikesi yang  Gdak jalan  antara  cksekotif dan  legistatif, lemahnya  komitmen
pemeriptahan dacrah dalam pengimplementasian perda, membuotubkan SDM yang lebih baik
lapi, stroktur birokrasi yang kureng baitk dan komisi tramsparanss dan partisipasi sehingzo
komisi ini modah dipoyahkan dan i imtervensi oleh pemerintzh dan DPRD. Sedangkan
berkaitan despgan kepentingan clit politik vaito takotnya pemerintah daerah {Eksekutif} untok
diawasi dan tkutsya DPRD (Legislatif) sebagian lahannya diambil aleh komisi transparansi
ilan partisipasi.

Kata kunci: kepentingan clit politik, implementasi, Perda Mo 2 Tahun 2005 wnling
fransprarans dan partisipasi.
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BAB 1

PENDANULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keimginan untuk mewujudian otonorm dacrah dilandasi oleh keprihatinan
bangsa  Indonesia semasa orde baro (orba), karena  adanya  sentralisme
kewenangan dan  kevangan  olch  pemenntah yang  telah  mengakibatkan
Eetimpangan angearan pembangunan antara posat (walayah ibo Kota Takarie) dan
dacrah (wilayah lain), Kekuasaan yang bersifat terpusat ini joga telah melahirkan
disparitas pembangunan vang tinggl. Dampaknya. posat mengalami pertumbuhan
vane copat, sementara doerah masith banvak vany terbelakanpe, Hal i diakibatkan
Rarena berbagal Kewenangan sena sumber-sumber kevangan dikuasal poesat, dan
dacrah hanva mendapatkan apa vang telab diberikan oleh posat baik kewenangan
maupun sumber keuangan®

Proses untuk mewujudkan system otonomi daerah malal tampak dabam
kehidupan politik i Indonesia, Hal im terhihat dengan diberlakukannya UL Mo,
22 Tahun 1999 tentang otonomi dacrah yang kemuodian divbah menjadi LU Mo,
32 Tehun 2004 tentang Pemcernintahan Dacrah. maka era otonomi daerah efekid
dimulai di Indonesia sejak Tabon 2001, Dengan UL tersebut, maka Pemerintah
Daerah memiliki kewenangan unfuk  mwengolur  urusan  pemerintahan dan
kepentingan  masvarakal  setempal lermasuk Kewenangan  legislasi daeral

berdasarkan aspirast masyarakal, Denpan kewenongan lerschut, maka beberapa

" Asep. Musjeman. Dalam Boku Nurodin dib tenting Kebnekan Elitis Pabuk Indonesia. Pusiaka
Pelagar, 2008, bal. 126
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ducraly sudah berinisimit mengundongkan Peraturon Daerah (Perda) tentang
Transparansi =

) Dari perubaban Undang-Undang i terdapal beberaps  implikas:
diantaranya perubashan politik pada pemenntahan dacrah antara lain, jika selama
i masyvarakal kurang berpartisipase dalam politik maka setelah adanya sistem
otonomi  dacrah  masyarakat  dapat  berperan  akiif  dalam segala bentuk
penyelenpgarasn pemeringahan. Parlisipasi dapat diwejudkan dalam tahap awal
pembuatan kebijoksanasn publik, terotama dalam rangka pembentukan agenda
pemerintahan di tingkat lokal. Kemudian dilanjutkan dengan partisipasi dalam
perwmuesan, den boplementasi. serta evaluast kebijaksanaan publik®. Dengan
demikian kebijakan dapat di pertangpungjawabkan dan memiliki legitimasi vang
ingei karena masvarakat ikl lerlibat sejak awal perumusan sehingga kebijakan
tersebut akan sulit dipertanyakan jike tengadi berbagal tuntulan dan masyarakat il
sendir,

Untuk  mencapai  twjuan  ofonomi,  Pemerintah  Dacrah berupaya
melaksanakan suaty prinsip dalam pemerintahan dacrah vailo tmansparans dan
partisipasi. Hal ini dilaksanakan agar idak menimbuolkan kecurigaan masyaraka
terhadap pemeritahan dacrah terhadop indikast keberhastlan olonomn daerah,

Salah satu tujuan dar olenemi adalab adanya sikap keterbukaan dan senap badan

publik  pemerintahan serla badan publik non  pemerintzhan. Dimana  dalam

Berdasarkan duta Koalisi. daerah vang elab memiliki regolasi dividang rranspavansi antara laie
adalzh Tanah Datar, Solok, Lebak, Bandong, Maglengka, Kebumens, Magelang, Baal, ™gawi,
Lamongan, Boalemo, Bolaanz Mongoodow, Gewa, Takalar, Buldkumba, Kendan, Corontalo,
Fontinak. dim Mo,

ik, Al Gafar, b, Byvess Rasyid, Olenemi Dacrialy Dralam Negera Kessivan, Pustaks

Fielaper, 200, hal 31
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Herdasarkan penelitian yvang peneliti lakukan pada pemerntaban daeeai

Rabupaten Tanah  Datar  temtang  kepentingan  Ehit politk penyelenppars

pemerintahan dalam implementasi Perda Mo 2 Tahun 2005 lentang transparanss

dan partisipasi. hasil yane diperoleh adalab:

kFebijakan pemernniah tentang pemberlakuan otonomi daerah membertkan
peluang kepada dacrah untuk memibuat kebijakan publik di tingkat daersh
atau vang disebut dengan peratoran daerah sesual dengan kondisi daerab
dan keperluzan dacrah masing-masing.  Ternyata  dalam  pelaksanan
peraluran daerah menimbutian masalah antara Pemerintah Dacrah dan
DPRD. salah satunya adalah mengenal implementast Perda no 2 Fahun
20005 tentang transparanst dan partisipast di Kabupaten Tanah Datar.
Dalam proses implementasi Perda No 2 Tahun 2005 teradi permasalahand
kendala sehingpa implementast tdak dapat 1ercalisasi sampai saat ini.

Pengimplementasian Perda No 2 Tahun 2005 tentane tansparansi dan
parfisipast Udak dapat &1 realisssikan karena adanya kepentingan Ell
polink penvelenpgara pemenntahan, Kepentingan Elid politik berkaitan
denean kepentingan eksehutil (pemerintahan dacrahy dan legislmif
{DPRDY. Repeningan eksekutif terlthat ketika dicabuteys 8K Komisi

Transparanst dan Partisipast selan ity belum siapnya pemenntahan daersh

Boy
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